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PELNI Baubau Beralih ke Tiket 
Digital, 14 Agen Perjalanan Tak 

Lagi Bermitra

Wali Kota Baubau H. Yusran Fa-
him, S.E., mengatakan, perbaikan 
pelayanan terlihat setelah aktivitas 
pengisian BBM di SPBU dimulai 
sejak pukul 06.00 WITA. Kondisi 
tersebut dinilai membantu mengurai 

BAUBAU, BP-Pemerintah Kota Baubau mulai memperketat penga-
wasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) menyusul keluhan mas-
yarakat mengenai antrean panjang, dugaan penimbunan, dan kenaikan 
harga Pertalite di tingkat pengecer. Meski pelayanan sejumlah stasiun 
pengisian bahan bakar umum (SPBU) mulai kembali normal, pemerintah 
memberikan tenggat satu hingga dua hari kepada pihak-pihak yang terli-
bat dalam distribusi untuk mematuhi ketentuan penjualan BBM.

antrean kendaraan yang sebelum-
nya mengganggu masyarakat. Hal 
itu disampaikannya seusai melaku-
kan inspeksi mendadak di salah 
satu SPBU di Kota Baubau, Jumat 
(30/10/2026).

“Sekarang saya li-
hat sudah agak normal, 
karena memang pengi-
sian di SPBU juga su-
dah sejak jam enam. 
Jadi, sekarang antrean 
sudah mulai terkend-
ali. Mudah-mudahan 
pelayanan yang baik 
ini bisa berlangsung 
terus,” kata Yusran.

Di tengah per-
baikan pelayanan, 
pemerintah masih 
menyoroti dugaan 
praktik penimbunan 

dan penjualan BBM 
dengan harga tinggi 
oleh pengecer. Yusran 
mengatakan, pendeka-
tan persuasif menjadi 
langkah awal sebelum 
pemerintah memper-
timbangkan peninda-
kan. Ia juga menegas-
kan bahwa penertiban 
tidak dimaksudkan un-
tuk serta-merta memu-
tus mata pencaharian 
masyarakat yang se-
lama ini bergantung 
pada usaha pengecer, 
selama kegiatan terse-
but berlangsung secara 
tertib.

“Sekarang kita 
imbau dulu, jangan 

BUTON SELA-
TAN, BP-Perlindun-
gan kesehatan mas-
yarakat di wilayah 
kepulauan menjadi 
perhatian Pemerintah 
Kabupaten Buton Se-

Buton Selatan Perkuat 
Pencegahan Malaria, 1.000 
Kelambu Berinsektisida 

Disalurkan

latan. Sebanyak 1.000 
unit kelambu berinsek-
tisida diterima pemer-
intah daerah dari An-
ggota DPD RI Daerah 

BAUBAU, BP-PT 
Pelayaran Nasional 
Indonesia (PELNI) 
Cabang Baubau akan 
mengakhiri penjual-
an tiket penumpang 
secara langsung di 
loket dan menghenti-
kan kemitraan dengan 
14 agen perjalanan 
mulai 1 Januari 2027. 
Kebijakan ini menan-
dai peralihan layanan 
penjualan tiket kapal 

menuju sistem digital 
melalui aplikasi PEL-
NI Mobile dan kanal 
pembayaran resmi.

Penghentian kemi-
traan tersebut mencak-
up 12 agen perjalanan 
di Kota Baubau dan 
dua agen di luar daer-
ah. Kepala Cabang 
PELNI Baubau, M. 
Lutfi Israr Sutan, men-
gatakan berakhirnya 

BAUBAU, BP- Pe-
merintah Kota Bau-
bau menerima hibah 
aset infrastruktur 
jaringan irigasi air 
tanah (JIAT) senilai 

BWS Hibahkan Aset Irigasi Rp8,85 Miliar 
ke Baubau, Anggaran 2026 Diproyeksi Naik

Rp8.857.500.000 dari 
Balai Wilayah Sungai 
(BWS) Wilayah IV 
Sulawesi Tenggara. 
Penyerahan aset terse-
but menjadi bagian 
dari penguatan infras-
truktur pertanian untuk 

mendukung ketahan-
an pangan, sekaligus 
membuka peluang 
peningkatan anggaran 
pembangunan jaringan 
irigasi di Baubau hing-

JAKARTA, BP- 
Rencana pembangu-
nan Gedung Sekolah 
Nasional Terintegrasi 
(SNT) di Kabupaten 
Buton Tengah mema-
suki tahapan penting. 
Pemerintah daerah 
kini mengawal penyia-
pan dokumen perenca-
naan setelah site plan 
pembangunan tersebut 
dijadwalkan segera di-
rilis bersama 31 daer-

Site Plan SNT Buton Tengah Segera Dirilis, Bupati Azhari 
Perkuat Koordinasi dengan Kemendikdasmen

ah lainnya pada tahun 
anggaran 2026.

Untuk memastikan 
prosesnya berjalan 
sesuai rencana, Bu-
pati Buton Tengah, 
Dr. Azhari, menemui 
Direktur Sekolah Ter-
integrasi Kementeri-
an Pendidikan Dasar 
dan Menengah (Ke-
mendikdasmen), Nan-
dana Aditya Bhas-
wara, S.ST., M.MM., 
di Jakarta, Kamis 
(29/10/2026). Per-

temuan tersebut mem-
bahas perkembangan 
program sekaligus 
langkah percepatan 
pembangunan infras-
truktur pendidikan ter-
padu di Buton Tengah.

Dalam pertemuan 
itu, Azhari menekank-
an kesiapan pemerin-
tah daerah untuk men-
gawal seluruh tahapan 
teknis, terutama 
setelah dokumen site 
plan resmi diterbitkan. 
Menurut dia, dukun-

gan pemerintah pusat 
perlu diikuti kesiapan 
daerah agar program 
tersebut dapat berlan-
jut ke tahap pemban-
gunan. “Kami men-
gapresiasi dukungan 
penuh dari Kemendik-
dasmen. Dalam waktu 
dekat site plan pem-
bangunan SNT Buton 
Tengah akan segera di-
rilis bersama 31 daer-
ah lainnya, dan Pemk-
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JAKARTA, BP- 
Presiden RI Pra-
bowo Subianto 
menegaskan bah-
wa pembangunan 
sumber daya ma-
nusia unggul harus 
dimulai melalui 
sistem pendi-
dikan berkualitas 
dan seleksi calon 
pemimpin yang 
menyeluruh. Pemi-
mpin masa depan, 
menurut dia, tidak 
cukup hanya memi-
liki kecerdasan 
intelektual, tetapi 
juga harus unggul 
secara fisik, men-
tal, dan karakter.

Penegasan terse-
but disampaikan 
Prabowo saat 
meresmikan SMA 
Taruna Nusantara 
Kampus Cimahi, 
Jawa Barat, Jumat 
(30/10/2026). Da-
lam kesempatan 
itu, ia menyoroti 
pentingnya lemba-
ga pendidikan yang 
mampu menjaring 
putra-putri terbaik 
Indonesia tanpa 
membedakan latar 
belakang sosial dan 
ekonomi.

Prabowo men-
gatakan, proses 
seleksi harus mam-
pu mengidentifika-
si berbagai potensi 
calon pemimpin, 
termasuk kualitas 
kepribadian dan 
integritas. Menurut 
dia, keunggulan 
seseorang tidak 
boleh hanya diukur 
berdasarkan presta-
si akademis.

“ P e m i m p i n 
yang unggul harus 
diseleksi yang baik. 

JAKARTA, BP- 
Indonesia membuka 
peluang kerja sama 
investasi internasi-
onal untuk memper-
cepat pembangu-
nan perumahan dan 
m e n g e m b a n g k a n 
kawasan pariwisata 
baru. Ketua DPD RI 
Sultan Baktiar Na-
jamudin mengajak 
investor dari China, 
Rusia, Jerman, India, 
dan negara lainnya 
mengambil bagian 
dalam pengemban-
gan sektor proper-
ti nasional melalui 
dukungan pem-
biayaan dan transfer 
teknologi konstruksi.

Ajakan tersebut 
disampaikan Sultan 
saat membuka Indo-
nesia-China Bridge 
Forum di Bali, Ka-
mis (29/10/2026). 
Forum internasional 
itu dihadiri lebih dari 
500 pelaku industri 
properti dari berb-
agai negara yang 
membahas peluang 
investasi dan kolab-
orasi pengembangan 
sektor properti.

Sultan menga-
takan, keterlibatan 
investor global dib-
utuhkan untuk men-
dukung kebutuhan 
pembiayaan alterna-
tif sekaligus meng-
hadirkan teknologi 
konstruksi modern. 
Menurut dia, kedua 
aspek tersebut men-
jadi bagian penting 
dalam mempercepat 
realisasi program 
pembangunan 3 
juta rumah yang di-
canangkan pemerin-
tah.

“Indonesia terbu-
ka terhadap investasi 
dan teknologi neg-
ara-negara sahabat 
di bidang properti 
perumahan,” ujar 
Sultan dalam ket-
erangannya, Jumat 
(30/10/2026).

Salah satu te-
knologi yang di-

Prabowo Dorong Pendidikan 
Merata untuk Mencetak Generasi 

Pemimpin Berkualitas

Prabowo Dorong Pendidikan Merata untuk Mencetak Generasi Pemimpin Berkualitas

Laporan: Rahmat Seleksi yang baik 
unggul, tidak ung-
gul hanya otaknya, 
unggul badannya, 
unggul jiwanya, 
unggul hatinya,” 
kata Prabowo.

Ia menempat-
kan pendidikan 
sebagai investa-
si jangka panjang 
untuk mewujud-
kan cita-cita ke-
merdekaan, yakni 
membangun nega-
ra yang berkeadilan 
dan memberikan 
kesempatan bagi 
seluruh rakyat un-
tuk berkembang.

Prabowo menilai 
pendidikan tidak 
semestinya dimulai 
ketika anak mema-
suki bangku seko-
lah. Pembentukan 
kualitas manusia 
harus berlangsung 
sejak lingkungan 
keluarga, bahkan 
sejak sebelum ke-
lahiran, kemudian 
berlanjut melalui 
pendidikan anak 
usia dini hingga 
jenjang pendidikan 
tinggi.

Pandangan terse-
but sejalan dengan 
perjalanan sejarah 
pendidikan Indo-
nesia. Sejak masa 
pergerakan nasion-
al, pendidikan telah 
menjadi salah satu 
instrumen penting 
dalam membangun 
kesadaran kebang-
saan. Pendirian Ta-
man Siswa oleh Ki 
Hadjar Dewantara 
pada 1922, misaln-
ya, menjadi bagian 
penting dari per-
juangan memperlu-
as akses pendidikan 
bagi masyarakat 
pribumi.

Dalam kon-
teks internasional, 
gagasan pemer-
ataan pendidikan 
juga memperoleh 
landasan melalui 
Deklarasi Univer-
sal Hak Asasi Ma-
nusia Perserikatan 
B a n g s a - B a n g s a 
pada 1948. Pasal 26 
deklarasi tersebut 
menegaskan bahwa 
setiap orang ber-
hak memperoleh 
pendidikan. Prin-
sip itu kemudian 
menjadi salah satu 
rujukan penting da-
lam pembangunan 
sistem pendidikan 
di berbagai negara.

Prabowo men-
egaskan, kesem-
patan memper-
oleh pendidikan 
berkualitas di Indo-
nesia harus terbuka 
bagi seluruh anak 
bangsa, tanpa me-
mandang kemam-
puan ekonomi, 
suku, ras, maupun 
agama. Semangat 
kesetaraan terse-
but, kata dia, men-
jadi salah satu dasar 
pendirian SMA Ta-
runa Nusantara un-
tuk menjaring bibit 
unggul dari berb-
agai wilayah Indo-
nesia.

Ia berharap para 
lulusan lembaga 
pendidikan tersebut 
mampu menghasil-
kan karya, pene-
muan, dan inovasi 
yang memberikan 
manfaat bagi mas-
yarakat sekaligus 
memperkuat kapa-
sitas ekonomi nasi-
onal.

“Bibit-bibit un-
ggul ini, hasil dar-

ipada lembaga ini 
akan berkarya, 
akan berbuat, akan 
memberi kebaikan 
untuk negara, akan 
memberi pene-
muan untuk nega-
ra, akan memberi 
kekayaan untuk 
negara,” ujarnya.

Selain me-
nekankan pemban-
gunan pendidikan, 
Presiden mengin-
gatkan bahwa pen-
gelolaan sumber 
daya nasional harus 
dilakukan secara 
bertanggung jawab. 
Kekayaan negara, 
menurut dia, harus 
diamankan agar 
dapat digunakan 
untuk membiayai 
pembangunan dan 
m e n i n g k a t k a n 
kualitas kehidupan 
masyarakat.

Prabowo juga 
mengingatkan bah-
wa investasi pen-
didikan tidak akan 
memberikan ha-
sil maksimal apa-
bila pengelolaan 
kekayaan negara 
masih diwarnai 
korupsi, penye-
lewengan, dan 
penyalahgunaan 
kewenangan. Kare-
na itu, integritas 
p e n y e l e n g g a r a 
negara menjadi ba-
gian penting dalam 
menjaga keberlan-
jutan pembangunan 
nasional.

“ K o r u p s i , 
penyelewengan, 
penyalahgunaan 
wewenang, ses-
ungguhnya adalah 
awal kehancuran 
bangsa,” tegasnya.
(*)

Sultan Najamudin Ajak Investor 
China-Rusia Kembangkan Properti dan 

Pariwisata RI

Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengajak investor asing dan 
pelaku industri properti global berkolaborasi mengembangkan perumahan 

Laporan: Alwan tawarkan untuk 
mendukung perce-
patan pembangunan 
hunian adalah 3D 
construction print-
ing. Teknologi ini 
menggunakan sistem 
pencetakan tiga di-
mensi dengan ma-
terial konstruksi, 
seperti beton, untuk 
membentuk bagian 
bangunan secara leb-
ih terotomatisasi. Pe-
manfaatannya dinilai 
berpotensi memper-
cepat proses pemba-
ngunan dan menekan 
biaya konstruksi.

Gagasan peman-
faatan teknologi 
pencetakan bangu-
nan sebenarnya telah 
berkembang secara 
internasional sejak 
awal 2000-an. Pada 
2006, peneliti Beh-
rokh Khoshnevis 
dari University of 
Southern Califor-
nia memperkenal-
kan sistem Contour 
Crafting, sebuah te-
knologi pencetakan 
bangunan menggu-
nakan material bet-
on. Perkembangan 
berikutnya terlihat 
di Dubai, Uni Emirat 
Arab, ketika sebuah 
gedung komersial 
pertama yang diba-
ngun menggunakan 
teknologi cetak 3D 
tercatat selesai pada 
Februari 2020.

Di Indonesia 
sendiri, keterlibatan 
pemerintah dalam 
penyediaan peruma-
han telah memiliki 
perjalanan panjang. 
Salah satu tonggak 
pentingnya adalah 
pembentukan Pe-
rum Perumnas pada 
1974 sebagai lemba-
ga yang menjalank-
an misi penyediaan 
perumahan bagi 
masyarakat berpeng-
hasilan menengah ke 
bawah. Pada tahun 
yang sama, pemerin-
tah juga mulai mem-
perkuat pembiayaan 
kepemilikan rumah 
melalui skema kred-

it perumahan yang 
kemudian berkem-
bang menjadi pro-
gram KPR BTN.

Meski berbagai 
kebijakan perumah-
an telah berjalan se-
lama puluhan tahun, 
kebutuhan hunian 
nasional masih men-
jadi tantangan. Data 
Badan Pusat Statis-
tik (BPS) yang dirilis 
pada Agustus 2026 
mencatat sekitar 9,29 
juta rumah tangga 
belum memiliki ru-
mah sendiri. Semen-
tara itu, sekitar 18,01 
juta rumah tangga 
masih menempati ru-
mah yang belum me-
menuhi kriteria layak 
huni. Kondisi terse-
but memperlihatkan 
pentingnya pengua-
tan pembiayaan, te-
knologi, dan keterli-
batan berbagai pihak 
dalam pembangunan 
perumahan.

Selain menyasar 
sektor hunian, Sul-
tan juga mendorong 
investor internasi-
onal berkolaborasi 
m e n g e m b a n g k a n 
destinasi pariwisa-
ta baru di berbagai 
daerah. Kerja sama 
tersebut diharapkan 
tidak hanya mengh-
adirkan pembangu-
nan properti, teta-
pi juga mendorong 
masuknya investasi, 
teknologi, serta ak-
tivitas ekonomi baru 
di daerah.

Melalui Indone-
sia-China Bridge 
Forum, peluang ko-
laborasi antara Indo-
nesia dan pelaku in-
dustri properti dunia 
diharapkan semakin 
terbuka. Keterlibatan 
investor dari China, 
Rusia, Jerman, India, 
dan negara lainnya 
menjadi salah satu 
upaya memperluas 
jaringan investasi 
untuk mendukung 
pembangunan peru-
mahan dan kawasan 
pariwisata nasional.
(*)
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KENDARI- KOLAKA-KOLUT-KOLTIM-MUNA-MUBAR-BOMBANA-KONAWE-KONKEP-KONUT-KONSEL

KENDARI, BP- Pemer-
intah Kota Kendari meny-
iapkan hibah tanah seluas 
78.611 meter persegi atau 
sekitar 7,86 hektare ke-
pada Kementerian Sosial 
Republik Indonesia untuk 
mendukung pembangunan 
Sekolah Rakyat. Saat ini, 
pemerintah daerah tengah 
mematangkan aspek le-
galitas, administrasi, dan 
teknis pertanahan agar 
penyerahan aset tersebut 
berjalan sesuai ketentuan 
perundang-undangan.

Persiapan hibah terse-
but dibahas dalam rapat 
yang dipimpin Sekretar-
is Daerah Kota Kendari, 
Amir Hasan, di Ruang 
Rapat Sekda Kota Kend-
ari, Rabu (28/10/2026). 
Pertemuan itu merupakan 
tindak lanjut peninjauan 
lapangan terhadap aset 
tanah milik pemerintah 
daerah di Kelurahan Abeli 
Dalam, Kecamatan Puu-
watu.

Lahan yang 
diproyeksikan menja-
di lokasi pembangunan 
Sekolah Rakyat terse-
but tercatat dalam Sert-
ifikat Hak Milik Nomor 
21.05.000027004.0. Se-
belum proses hibah dilak-
sanakan, Pemkot Kendari 
perlu memastikan kese-
suaian data kepemilikan, 
luas tanah, batas wilayah, 
serta kelengkapan doku-
men pendukung.

Amir Hasan menegas-
kan, proses pengalihan 
aset daerah kepada pemer-
intah pusat harus dilaku-
kan secara cermat dan 
transparan. Menurut dia, 
validasi dokumen menja-
di tahapan penting untuk 
menghindari persoalan 
administrasi maupun hu-
kum di kemudian hari.

“Proses hibah tanah ini 
perlu dipersiapkan secara 
cermat, mulai dari valida-

KENDARI, BP- 
Pemerintah Kota 
Kendari mem-
perkuat kesiapan 
pengelolaan per-
sampahan menjelang 
penilaian Adipura 
dengan memasti-
kan seluruh armada 
pengangkut sampah 
beroperasi optimal. 
Wali Kota Kendari, 
dr. Hj. Siska Karina 
Imran, SKM, turun 
langsung melakukan 
inspeksi mendadak 
terhadap kendaraan 
pengangkut sampah 
di Lapangan To-
rada, Kecamatan 
Puuwatu, Rabu 
(28/10/2026).

P e m e r i k s a a n 
tersebut menjadi 
bagian dari upaya 
pemerintah daerah 
meningkatkan kual-
itas pelayanan ke-
bersihan sekaligus 
memastikan kesia-
pan sarana dan prasa-
rana pendukung 
dalam memenuhi 
indikator penilaian 
Adipura. Pemerintah 
Kota Kendari juga 
menargetkan pen-
guatan sektor per-
sampahan sebagai 
fondasi mewujudkan 
kawasan perkotaan 
yang bersih, sehat, 
dan berkelanjutan.

Dalam peninjauan 
itu, Siska didampin-
gi Sekretaris Daerah 
Kota Kendari, Kepa-
la Badan Perenca-
naan Pembangunan 
Daerah (Bappeda), 
Inspektur, serta 
Asisten I Sekretariat 
Daerah Kota Kend-
ari. Kehadiran jaja-
ran pejabat tersebut 
menunjukkan bahwa 
penanganan perso-

Jelang Adipura, Pemkot Kendari 
Perkuat Armada Sampah dan Benahi 

Layanan Kebersihan

Laporan: Lisna alan persampahan 
membutuhkan koor-
dinasi lintas organi-
sasi perangkat daer-
ah (OPD).

Wali Kota me-
negaskan, opti-
malisasi armada 
menjadi salah satu 
prioritas karena ke-
butuhan pelayanan 
persampahan terus 
berkembang seiring 
aktivitas masyarakat 
dan pertumbuhan ka-
wasan perkotaan.

“Seluruh arma-
da yang berkaitan 
dengan persampah-
an harus dioptimal-
kan, mulai dari truk 
pengangkut sampah 
konvensional hingga 
fasilitas pendukung 
lainnya,” tegas Sis-
ka.

Wali Kota juga 
menyoroti pentingn-
ya peningkatan kap-
asitas pelayanan pen-
gangkutan sampah, 
mulai dari kawasan 
permukiman war-
ga hingga tempat 
pembuangan akhir 
(TPA). Menurutnya, 
dinamika produksi 
sampah perkotaan 
menuntut pemer-
intah daerah untuk 
terus menyesuaikan 
kemampuan arma-
da dan sistem pe-
layanan.

“Kebutuhan pen-
anganan sampah di 
Kota Kendari dinilai 
sangat dinamis dan 
memerlukan perha-
tian yang berkelan-
jutan,” ujar Siska.

Ia mengatakan, 
pembenahan sektor 
persampahan tidak 
boleh hanya berori-
entasi pada kepent-
ingan penilaian Adi-
pura. Lebih dari itu, 
pemerintah ingin 

membangun sistem 
pengelolaan lingkun-
gan yang mampu 
menjamin kebersi-
han kota secara kon-
sisten.

Program Adipura 
sendiri memiliki se-
jarah panjang dalam 
kebijakan lingkun-
gan hidup Indonesia. 
Diluncurkan pada 
1986 melalui Ke-
menterian Negara 
Lingkungan Hidup 
pada masa pemer-
intahan Presiden 
Soeharto, program 
tersebut awalnya di-
arahkan untuk men-
dorong terwujudn-
ya kota bersih dan 
teduh. Program ini 
sempat terhenti pada 
1998 akibat krisis 
ekonomi dan peruba-
han politik, sebelum 
kembali dilanjutkan 
pada 2002. 

Dalam perkem-
bangannya, pe-
nilaian Adipura tidak 
lagi sebatas meli-
hat kebersihan fisik 
suatu kota. Aspek 
kelembagaan, tata 
kelola lingkungan, 
pengelolaan sampah, 
ruang terbuka hijau, 
serta keterlibatan 
masyarakat menja-
di bagian penting 
dalam mendorong 
pembangunan perko-
taan berkelanjutan. 

Persoalan per-
sampahan juga 
menjadi tantangan 
global. Laporan 
Bank Dunia berta-
juk What a Waste 
2.0 yang diter-
bitkan pada 2018 
mencatat produksi 
sampah perkota-
an dunia menca-
pai sekitar 2,01 
miliar ton per ta-
hun. Jumlah terse-

but diproyeksikan 
meningkat menja-
di 3,40 miliar ton 
pada 2050 apabi-
la tidak diimbangi 
perbaikan sistem 
pengelolaan. Data 
ini menunjukkan 
bahwa penguatan 
layanan persampa-
han merupakan 
kebutuhan penting 
bagi kota-kota di 
berbagai negara. 

Bagi Kend-
ari, target menja-
di kota bersih dan 
berkelanjutan juga 
menjadi bagian 
dari visi pemban-
gunan jangka pan-
jang. Siska menilai 
lingkungan yang 
bersih bukan hanya 
menciptakan ken-
yamanan visual, 
melainkan mencer-
minkan kualitas 
kehidupan dan ke-
majuan peradaban 
masyarakat.

“Melalui sinergi 
antara pemerintah, 
petugas kebersihan, 
dan kesadaran mas-
yarakat, cita-cita 
besar ini optimistis 
dapat segera terwu-
jud secara nyata,” 
tutupnya.

Karena itu, pe-
merintah daerah 
berharap optimal-
isasi armada, pen-
ingkatan pelayanan 
p e n g a n g k u t a n , 
serta keterlibatan 
masyarakat dapat 
berjalan beriringan. 
Upaya tersebut di-
harapkan tidak han-
ya memperkuat po-
sisi Kendari dalam 
penilaian Adipura, 
tetapi juga menja-
dikan kebersihan 
sebagai budaya dan 
tanggung jawab 
bersama.(*)

Pemkot Kendari Siapkan Hibah Lahan 
7,8 Hektare untuk Sekolah Rakyat

Laporan: Lisna si data kepemilikan, peng-
hitungan luas lahan, hingga 
kelengkapan dokumen ad-
ministrasi. Dengan demiki-
an, prosesnya dapat berjalan 
tertib dan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan,” kata Amir.

Rapat tersebut turut di-
hadiri Asisten I Setda Kota 
Kendari, Adriana Musaru-
din, Asisten II Setda Kota 
Kendari, Nismawati, serta 
sejumlah pihak yang terlibat 
dalam penyiapan administra-
si dan dokumen pertanahan. 
Pembahasan juga mencakup 
pencocokan dokumen awal 
dengan kondisi faktual di lo-
kasi, termasuk kemungkinan 
pemecahan sertifikat apabila 
dibutuhkan.

Untuk memperkuat ak-
urasi data, Pemkot Kend-
ari turut membahas peman-
faatan teknologi pemetaan 
digital dan dokumentasi foto. 
Penggunaan teknologi terse-
but diharapkan memban-
tu memastikan batas-batas 
lahan dan luas tanah yang 
akan dihibahkan sehingga ti-
dak terjadi perbedaan antara 
dokumen administrasi dan 
kondisi lapangan.

Rencana hibah ini berkai-
tan dengan upaya pemerin-
tah memperluas akses pen-
didikan dan pelayanan sosial 
bagi masyarakat kurang 
mampu melalui program 
Sekolah Rakyat. Secara his-
toris, Indonesia telah mene-
mpatkan pendidikan sebagai 
salah satu tujuan utama ber-
negara sebagaimana tercan-
tum dalam Pembukaan UUD 
1945, yakni mencerdaskan 
kehidupan bangsa. Seman-
gat tersebut juga sejalan 
dengan Deklarasi Univer-
sal Hak Asasi Manusia PBB 
1948 yang mengakui pen-
didikan sebagai hak setiap 
orang. Melalui penyiapan la-
han ini, Pemkot Kendari ber-
harap pembangunan Sekolah 
Rakyat dapat didukung den-
gan kepastian aset dan ad-
ministrasi yang memadai.(*)
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JAKARTA, BP- 
Pengembangan budi-
daya lobster menjadi 
salah satu agenda Pe-
merintah Kabupaten 
Buton Tengah dalam 
mendorong pertum-
buhan ekonomi ka-
wasan pesisir. Untuk 
merealisasikan ren-
cana tersebut, Bu-
pati Buton Tengah, 
Dr. Azhari, mene-
mui Sekretaris Jen-
deral Kementerian 
Transmigrasi RI, Dr. 
Edi Gunawan, S.E., 
M.M., di Jakarta, 
Kamis (29/10/2026), 
guna memba-
has pembentukan 
proyek percontohan 
ekonomi biru ber-
basis transmigra-
si maritim di Desa 
Lagili.

Program terse-
but diarahkan untuk 
mengoptimalkan po-
tensi sumber daya 
kelautan sekaligus 
membuka peluang 
ekonomi baru bagi 
masyarakat pesisir. 
Budidaya lobster 
dipilih sebagai ko-
moditas yang dihara-
pkan dapat menjadi 
salah satu unggulan 
dalam pengemban-
gan kawasan trans-
migrasi maritim di 
Buton Tengah.

Dalam pertemuan 
itu, Azhari menyam-
paikan bahwa pemer-
intah daerah tengah 
memper juangkan 
realisasi pilot proj-
ect pengembangan 
ekonomi biru berba-
sis budidaya lobster. 
Dukungan pemer-
intah pusat dinilai 
penting untuk me-
matangkan peren-
canaan dan pelaksa-
naan program agar 
pengembangan ka-

BUTON, BP- Per-
ingatan Hari Sump-
ah Pemuda ke-98 di 
Kabupaten Buton 
menjadi momentum 
untuk mengingatkan 
pentingnya pemban-
gunan karakter gen-
erasi muda di tengah 
perubahan zaman. 
Bupati Buton, Al-
vin Akawijaya Pu-
tra, S.H., memimpin 
upacara peringatan 
yang berlangsung di 
Lapangan Alun-Alun 
Takawa, Pasarwajo, 
Rabu (28/10/2026), 
dengan mengusung 
tema nasional “Patri-
otik, Gigih, Berem-
pati: Pemuda untuk 
Indonesia” .

Dalam upacara 
tersebut, Alvin ber-
tindak sebagai pem-
bina upacara seka-
ligus membacakan 
sambutan Menteri 
Pemuda dan Olah-
raga Republik Indo-
nesia, Erick Thohir. 
Pesan yang disam-
paikan menitikber-
atkan pada pemben-
tukan generasi muda 
yang memiliki se-
mangat kebangsaan, 
ketangguhan mengh-
adapi tantangan, ser-
ta kepekaan terhadap 
persoalan sosial.

Menpora melalui 
sambutan yang dib-
acakan Bupati Alvin 
mengingatkan bah-
wa kemajuan suatu 
bangsa tidak cukup 
diukur dari pemba-
ngunan gedung, ke-
canggihan teknologi, 
maupun kekayaan 
materi. Fondasi ke-
majuan justru ter-
letak pada kualitas 
manusia, terutama 
karakter, kecintaan 
terhadap tanah air, 
dan kepedulian terh-
adap sesama.

“Kemajuan seja-
ti dimulai dari ma-
nusia. Dari karak-
ter, dari hati yang 
mencintai tanah air, 
dari jiwa yang tidak 
menyerah, dan dari 
kepedulian terhadap 

Buton Tengah Bidik Desa Lagili Jadi 
Sentra Budidaya Lobster, Bupati Azhari 

Temui Sekjen Transmigrasi

Laporan:Ardi wasan pesisir dapat 
berjalan secara ter-
arah.

Sekjen Kement-
erian Transmigrasi, 
Edi Gunawan, dalam 
pertemuan tersebut 
turut menghadirkan 
Direktur Kawasan 
Transmigrasi, Dr. 
R. Bambang Widy-
atmiko, S.Si., M.T., 
serta Kepala Biro 
Perencanaan, Imam 
Yunarto, Ak., M.Acc. 
Pembahasan ber-
sama jajaran teknis 
kementerian tersebut 
difokuskan pada ske-
ma pengembangan 
wilayah dan langkah 
percepatan program 
Transmigrasi Mari-
tim di Desa Lagili.

Azhari menga-
presiasi perhatian 
dan respons jajaran 
Kementerian Trans-
migrasi yang telah 
memberikan kes-
empatan kepada Pe-
merintah Kabupaten 
Buton Tengah untuk 
mendiskusikan ren-
cana tersebut secara 
komprehensif. Ia 
berharap komuni-
kasi dan koordinasi 
dengan pemerintah 
pusat dapat berlan-
jut hingga program 
tersebut memasuki 
tahap realisasi.

"Kami berjuang 
untuk membangun 
pilot project pengem-
bangan ekonomi biru 
berbasis transmigra-
si lobster di Desa 
Lagili. Terima kasih 
kepada Sekjen Ke-
menterian Transmi-
grasi atas perhatian 
dan dukungannya. 
Semoga program ini 
berjalan lancar demi 
meningkatkan kese-
jahteraan masyarakat 
di Buton Tengah," 
ungkap Azhari.

Pengembangan 

kawasan transmi-
grasi sendiri bukan 
merupakan kebija-
kan baru dalam se-
jarah pembangunan 
Indonesia. Program 
ini berawal pada 
masa kolonial Be-
landa melalui ke-
bijakan kolonisasi 
pada 1905. Setelah 
kemerdekaan, pe-
merintah Indonesia 
melanjutkan pro-
gram perpindahan 
penduduk terse-
but dengan orien-
tasi pembangunan 
wilayah dan pemer-
ataan kesejahteraan. 
P e m b e r a n g k a t a n 
transmigran pertama 
setelah kemerdekaan 
tercatat berlangsung 
pada 12 Desember 
1950 dengan tujuan 
Lampung dan Lubuk 
Linggau.

Dalam perkem-
bangannya, orien-
tasi transmigrasi 
mengalami peru-
bahan. Program 
yang sebelumnya 
banyak dikaitkan 
dengan persebaran 
penduduk kemudi-
an diarahkan pula 
untuk membangun 
pusat-pusat pertum-
buhan ekonomi baru 
di luar wilayah padat 
penduduk. Trans-
formasi inilah yang 
menjadi salah satu 
konteks pengem-
bangan kawasan 
transmigrasi berba-
sis potensi unggulan 
daerah.

Sementara itu, 
konsep ekonomi 
biru memperoleh 
perhatian internasi-
onal dalam Konfe-
rensi Perserikatan 
Bangsa-Bangsa ten-
tang Pembangunan 
Berkelanjutan atau 
Rio+20 di Brasil 
pada 2012. Organi-

sasi Pangan dan Per-
tanian Dunia (FAO) 
kemudian melun-
curkan Blue Growth 
Initiative pada 2013 
untuk mendorong 
pemanfaatan sumber 
daya perairan se-
cara berkelanjutan, 
dengan memperha-
tikan pertumbuhan 
ekonomi, kesejahter-
aan masyarakat, ser-
ta kelestarian eko-
sistem.

Dalam konteks 
Buton Tengah, ren-
cana pengembangan 
budidaya lobster di 
Desa Lagili menja-
di bagian dari up-
aya menghubung-
kan potensi sumber 
daya pesisir dengan 
agenda pembangu-
nan ekonomi daerah. 
Namun, keberhasi-
lan program tersebut 
nantinya juga akan 
bergantung pada ke-
siapan teknis budi-
daya, pengelolaan 
kawasan, keberlan-
jutan lingkungan, 
serta keterlibatan 
masyarakat setem-
pat.

Melalui per-
temuan dengan ja-
jaran Kementeri-
an Transmigrasi, 
Pemerintah Kabu-
paten Buton Tengah 
berharap rencana 
proyek percontohan 
ekonomi biru terse-
but memperoleh 
dukungan dan tindak 
lanjut teknis. Jika 
terealisasi, pengem-
bangan budidaya 
lobster di Desa Lagi-
li diharapkan dapat 
membuka peluang 
usaha, memperkuat 
ekonomi masyarakat 
pesisir, dan men-
dorong tumbuhnya 
kawasan ekonomi 
baru di Buton Ten-
gah.(*)

Bupati Alvin Gaungkan Semangat 
Patriotisme dan Persatuan pada Sumpah 

Pemuda ke-98 di Buton

Laporan:La Harman sesama. Karena itu, 
kita harus memben-
tuk generasi masa 
depan yang patriotik, 
gigih, dan berempa-
ti,” demikian petikan 
sambutan Menteri 
Pemuda dan Olah-
raga yang dibacakan 
Alvin.

Selain menana-
mkan patriotisme, 
Menpora mengajak 
pemuda Indonesia 
untuk berani memili-
ki cita-cita besar dan 
bekerja keras mewu-
judkannya. Namun, 
kekuatan dan keber-
anian dalam meng-
hadapi persaingan 
harus tetap disertai 
kelembutan hati ser-
ta kesediaan untuk 
mengabdi kepada 
masyarakat.

“Jadilah manu-
sia yang kuat, tetapi 
jangan kehilangan 
kelembutan hati. Jad-
ilah generasi yang 
berani memimpin, 
tetapi juga bersedia 
melayani,” demikian 
pesan Menpora da-
lam sambutannya.

Pesan tersebut se-
jalan dengan sejar-
ah lahirnya Sumpah 
Pemuda pada 28 Ok-
tober 1928. Melalui 
Kongres Pemuda 
II di Jakarta yang 
berlangsung sela-
ma dua hari, 27-28 
Oktober 1928, para 
pemuda dari berb-
agai organisasi dan 
latar belakang daer-
ah menyatukan tekad 
melalui tiga ikrar: 
bertanah air satu, 
berbangsa satu, dan 
menjunjung bahasa 
persatuan, Bahasa 
Indonesia. Peristi-
wa tersebut menjadi 
salah satu tonggak 
penting dalam per-
jalanan nasionalisme 
Indonesia.

Secara internasi-
onal, perhatian terh-
adap peran pemuda 
juga telah berkem-
bang sejak Perseri-
katan Bangsa-Bang-
sa (PBB) pada 
1965 mengesahkan 

deklarasi menge-
nai penanaman nilai 
perdamaian, saling 
menghormati, dan 
pemahaman antar-
bangsa di kalangan 
generasi muda. PBB 
kemudian menetap-
kan 1985 sebagai 
Tahun Pemuda In-
ternasional dengan 
tema Partisipasi, 
Pembangunan, dan 
Perdamaian. Hal ini 
menunjukkan bahwa 
keterlibatan pemuda 
dalam pembangu-
nan dan perdamaian 
merupakan perhatian 
global.

Upacara di Alun-
Alun Takawa terse-
but turut dihadiri 
jajaran Forum Koor-
dinasi Pimpinan 
Daerah (Forkop-
imda) Kabupaten 
Buton, Sekretaris 
Daerah, para asisten 
dan staf ahli, kepala 
organisasi perangkat 
daerah (OPD), tokoh 
masyarakat, serta 
pengurus organisasi 
kepemudaan daerah.

Peringatan Sump-
ah Pemuda ke-98 ini 
sekaligus mengin-
gatkan bahwa persat-
uan yang diwariskan 
para pendahulu 
bangsa tidak boleh 
berhenti sebagai 
simbol sejarah dan 
seremoni tahunan. 
Nilai tersebut perlu 
diwujudkan melalui 
tindakan nyata, 
termasuk mening-
katkan kapasitas 
diri, menjaga toler-
ansi, membangun 
kepedulian sosial, 
serta mengambil ba-
gian dalam pemban-
gunan daerah.

Dengan seman-
gat patriotisme, ke-
gigihan, dan empa-
ti, generasi muda 
diharapkan mampu 
menjawab tantan-
gan perkembangan 
zaman sekaligus 
mengambil peran 
dalam menentukan 
masa depan Kabu-
paten Buton dan In-
donesia.(*)
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JAKARTA, BP- 
Badan Pengawas Obat 
dan Makanan (BPOM) 
kembali mencatatkan 
prestasi dalam refor-
masi birokrasi dengan 
meraih nilai sempurna 
100 dan predikat AA 
(Istimewa) pada pe-
nilaian Indeks Refor-
masi Hukum (IRH) 
2026. Penghargaan 
dari Kementerian Hu-
kum (Kemenkum) 
tersebut menjadi pen-
capaian kelima BPOM 
dalam mempertahank-
an kategori terting-
gi reformasi hukum, 
sekaligus memperkuat 
komitmen lembaga itu 
dalam meningkatkan 
kualitas regulasi dan 
pelayanan publik.

Penghargaan dis-
erahkan Menteri Hu-
kum Supratman Andi 
Agtas kepada Kepala 
BPOM Taruna Ikrar 
yang diwakili Pelak-
sana Tugas Sekretaris 
Utama BPOM Irwan-
syah. Penyerahan ber-
langsung dalam Forum 
Nasional Pembangu-
nan Hukum 2026 di 
Graha Pengayoman 
Kemenkum, Kamis 
(15/6/2026).

Capaian tersebut 
diperoleh melalui pe-
nilaian terhadap em-
pat aspek utama tata 
kelola hukum. BPOM 
mendapatkan skor 
maksimal 25 untuk 
koordinasi harmon-
isasi peraturan pe-
rundang-undangan, 
25 untuk kompetensi 
perancang regulasi, 30 
untuk kualitas regulasi 
ulang atau deregulasi, 
serta 20 untuk penata-
an basis data peraturan 
perundang-undangan.

BPOM Raih Nilai Sempurna 100, 
Pertahankan Predikat Istimewa 

Reformasi Hukum

Menteri Hukum 
Supratman Andi Agtas 
mengatakan, penilaian 
IRH merupakan ba-
gian dari upaya pe-
merintah memastikan 
reformasi hukum ber-
jalan secara terukur di 
kementerian, lembaga, 
dan pemerintah daer-
ah.

“Semoga dengan 
tata kelola peraturan 
perundang-undangan 
yang bermanfaat bagi 
rakyat dapat mewu-
judkan pelayanan pub-
lik yang lebih mudah, 
investasi yang lebih 
lancar, dan keadilan 
yang makin mudah di-
jangkau,” kata Suprat-
man.

Indeks Reformasi 
Hukum sendiri mer-
upakan instrumen 
pemerintah untuk 
mengukur kualitas 
pembenahan tata kelo-
la regulasi. Penilaian 
ini diarahkan untuk 
mendorong pemben-
tukan peraturan yang 
efektif, transparan, 
akuntabel, serta se-
laras dengan kebutu-
han pembangunan na-
sional.

Dalam konteks 
historis, reformasi 
hukum di Indonesia 
memperoleh landasan 
penting setelah peru-
bahan politik 1998. 
Agenda reformasi saat 
itu mendorong pem-
benahan kelembagaan 
negara, penguatan su-
premasi hukum, trans-
paransi pemerintahan, 
serta pembentukan 
sistem birokrasi yang 
lebih bertanggung 
jawab. Perkembangan 
tersebut kemudian 
diperkuat melalui ke-
bijakan reformasi bi-
rokrasi dan penataan 

regulasi di berbagai 
sektor pemerintahan.

Secara internasion-
al, penguatan kualitas 
regulasi juga menjadi 
bagian penting dalam 
agenda tata kelola 
pemerintahan mod-
ern. Organisasi untuk 
Kerja Sama dan Pem-
bangunan Ekonomi 
(OECD) melalui 
pendekatan Regula-
tory Policy and Gov-
ernance menekankan 
pentingnya regulasi 
yang berbasis bukti, 
transparan, konsisten, 
dan dievaluasi secara 
berkala agar kebijakan 
publik memberikan 
manfaat optimal bagi 
masyarakat.

Kepala BPOM Ta-
runa Ikrar menegaskan 
bahwa penghargaan 
tersebut harus men-
jadi dorongan untuk 
memperbaiki sistem 
pengelolaan regulasi, 
bukan sekadar penca-
paian administratif. Ia 
menyatakan BPOM 
akan mempertahankan 
kualitas reformasi hu-
kum melalui pemben-
ahan yang dilakukan 
secara berkelanjutan.

“Kami akan mem-
pertahankan pre-
dikat ini dengan terus 
melakukan perbaikan 
secara kontinu da-
lam hal pengelolaan 
peraturan perun-
dang-undangan seh-
ingga melalui pera-
turan yang dirilis oleh 
BPOM, dapat memak-
simalkan pelayanan 
BPOM kepada mas-
yarakat,” ujar Taruna 
Ikrar.

Selain BPOM, 
penghargaan IRH 
2026 diberikan ke-
pada Kementerian 
Koordinator Bidang 

Infrastruktur dan Pem-
bangunan Kewilaya-
han, Kementerian 
Hukum, Kementerian 
Sosial, serta Kemen-
terian Perencanaan 
Pembangunan Nasi-
onal/Badan Perenca-
naan Pembangunan 
Nasional. Pada kes-
empatan yang sama, 
penghargaan Jaringan 
Dokumentasi dan In-
formasi Hukum Na-
sional (JDIHN) dis-
erahkan kepada BPK 
RI, Kementerian Pari-
wisata, Badan Pangan 
Nasional, dan Badan 
Pengusahaan Ka-
wasan Perdagangan 
Bebas dan Pelabuhan 
Bebas Batam.

Forum Nasional 
Pembangunan Hukum 
2026 turut dihadiri 
Kepala Badan Pembi-
naan Hukum Nasion-
al Min Usihen, Wakil 
Menteri Sekretaris 
Negara Bambang Eko 
Suhariyanto, Menteri 
Dalam Negeri Tito 
Karnavian, Menteri 
Koordinator Bidang 
Hukum, HAM, Imi-
grasi, dan Pemas-
yarakatan Yusril Ihza 
Mahendra, serta Ket-
ua Mahkamah Agung 
RI Sunarto. Kegiatan 
tersebut ditutup den-
gan penandatanganan 
Peraturan Menteri 
Hukum RI Nomor 16 
Tahun 2026 tentang 
Organisasi dan Tata 
Kerja di Lingkungan 
Kementerian Hukum 
oleh Supratman Andi 
Agtas bersama Direk-
tur Jenderal Peraturan 
Perundang-undangan 
Kemenkum Dhahana 
Putra.(*)

JAKARTA, BP- 
BPJS Kesehatan me-
mastikan Program 
Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN) tetap 
berjalan dan pe-
layanan kepada peser-
ta berlangsung seperti 
biasa. Kepastian ini 
disampaikan untuk 
meluruskan informasi 
mengenai penghapu-
san BPJS Kesehatan 
yang beredar di media 
sosial dan dinyatakan 
tidak benar.

Kepala Humas 
BPJS Kesehatan, 
Rizzky Anugerah, 
mengatakan mas-
yarakat tidak perlu 
khawatir terhadap ka-
bar tersebut. Menurut 
dia, JKN merupakan 
program negara yang 
penyelenggaraannya 
memiliki landasan hu-
kum kuat dan bukan 
kebijakan sementara 
yang dapat dihentikan 
tanpa dasar peraturan 
perundang-undangan.

“Informasi men-
genai penghapusan 
BPJS Kesehatan 
yang beredar di me-
dia sosial tidak benar. 
Sampai saat ini, Pro-
gram JKN tetap ber-
jalan dan kami fokus 
meningkatkan pe-
layanan,” ujar Rizzky, 
Selasa (27/10/2026).

Secara kelem-
bagaan, BPJS Keseha-
tan dibentuk berdasar-
kan Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2011 
tentang Badan Penye-
lenggara Jaminan So-
sial. Sementara itu, 
sistem JKN berlan-
daskan Undang-Un-
dang Nomor 40 Tahun 
2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasi-
onal.

Landasan hukum 
tersebut memperte-
gas kedudukan BPJS 
Kesehatan sebagai 
badan hukum publik 
yang menjalankan 

BPJS Kesehatan Bantah Isu Penghapusan 
JKN, Pelayanan Peserta Tetap Berjalan

Laporan: Ardi mandat negara dalam 
memberikan perlind-
ungan jaminan sosial, 
khususnya pemenu-
han kebutuhan dasar 
kesehatan masyarakat.

Ketentuan itu juga 
memiliki pijakan 
konstitusional. Pas-
al 28H ayat (3) UUD 
1945 menjamin hak 
setiap orang atas ja-
minan sosial, sedang-
kan Pasal 34 ayat (2) 
mengamanatkan neg-
ara mengembangkan 
sistem jaminan sosial 
bagi seluruh rakyat.

Rizzky menjelas-
kan, Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 
2011 melalui Pasal 5 
dan Pasal 6 menga-
tur pembentukan dua 
badan penyelenggara, 
yakni BPJS Kesehatan 
dan BPJS Ketenagak-
erjaan, beserta tugas 
masing-masing dalam 
menjalankan program 
jaminan sosial.

“Keberadaan dan 
tugas BPJS Kesehatan 
memiliki dasar hukum 
yang jelas. Karena itu, 
masyarakat tidak per-
lu terpengaruh oleh 
kabar yang belum ter-
verifikasi,” katanya.

Secara historis, 
penyelenggaraan ja-
minan kesehatan na-
sional di Indonesia 
merupakan bagian 
dari perjalanan pan-
jang pembangunan 
sistem perlindungan 
sosial. Salah satu 
tonggak pentingnya 
adalah pengesahan 
Undang-Undang No-
mor 40 Tahun 2004, 
yang kemudian diiku-
ti pembentukan BPJS 
melalui Undang-Un-
dang Nomor 24 Tahun 
2011. Program JKN 
mulai diselenggarakan 
pada 1 Januari 2014, 
menandai perubahan 

besar dalam sistem 
pembiayaan dan akses 
pelayanan kesehatan 
nasional.

Dalam konteks in-
ternasional, konsep 
jaminan kesehatan 
semesta atau Univer-
sal Health Coverage 
(UHC) juga menjadi 
agenda penting Organ-
isasi Kesehatan Dun-
ia (WHO). Deklarasi 
Alma-Ata 1978 dan 
komitmen Perserika-
tan Bangsa-Bangsa 
melalui Tujuan Pem-
bangunan Berkelan-
jutan (SDGs) 2030, 
khususnya target 3.8, 
menempatkan akses 
pelayanan kesehatan 
yang berkualitas tan-
pa kesulitan finansi-
al sebagai salah satu 
sasaran pembangunan 
global.

BPJS Kesehatan 
menegaskan, fokus 
penyelenggaraan JKN 
saat ini adalah men-
jaga keberlanjutan 
program sekaligus 
meningkatkan kuali-
tas pelayanan. Peserta 
tetap dapat mengak-
ses fasilitas kesehatan 
sesuai ketentuan yang 
berlaku.

Untuk memasti-
kan status kepesertaan 
tetap aktif, masyarakat 
dapat melakukan 
pengecekan melalui 
Aplikasi Mobile JKN 
atau layanan Pe-
layanan Administra-
si melalui WhatsApp 
(PANDAWA) di no-
mor 08118165165. 
BPJS Kesehatan juga 
mengimbau mas-
yarakat memperoleh 
informasi melalui 
kanal resmi agar ti-
dak terpengaruh kabar 
yang belum jelas sum-
ber dan kebenarannya.
(*)

Peliput: Lisna
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JAKARTA, BP- 
Kapolri Jenderal 
Suyudi Ario Seto me-
minta seluruh jajaran 
Kepolisian Negara Re-
publik Indonesia (Pol-
ri) memperkuat integ-
ritas, profesionalisme, 
dan kualitas pelayanan 
publik sebagai fonda-
si membangun keper-
cayaan masyarakat. 
Ia juga mengingatkan 
para calon pemimpin 
kepolisian agar tidak 
melindungi anggota 
yang melakukan pe-
langgaran hukum, ter-
masuk penyimpangan 
yang berkaitan dengan 
peredaran narkotika.

Arahan tersebut 
disampaikan Suyudi 
saat memberikan pem-
bekalan kepada peser-
ta Pendidikan Penyia-
pan dan Pemantapan 
Pimpinan Nasional 
(P4N) Angkatan 70 di 
Lembaga Ketahanan 
Nasional (Lemhan-
nas), Jakarta, Jumat 
(30/10/2026). Dalam 
kesempatan itu, ia me-
negaskan bahwa kec-
erdasan dan kemam-
puan teknis seorang 
anggota kepolisian 
harus disertai keju-
juran serta tanggung 
jawab dalam men-
jalankan kewenan-
gan.

Dalam arahannya, 
Suyudi menyoroti 
pentingnya penga-
wasan internal untuk 
memastikan tidak 
ada anggota yang ke-
bal terhadap proses 
hukum. Ia menilai, 
pembiaran terhadap 
penyimpangan, ter-
utama jika melibat-
kan oknum dalam 
peredaran narkotika, 
berpotensi merusak 
institusi dan meng-
hambat penegakan 
hukum.

“Penegakan hu-
kum harus dilakukan 
secara profesional, 
proporsional, dan 
akuntabel, dengan 
tetap memperhatikan 
etika,” ujarnya.

Ia juga meminta 

JAKARTA, BP- 
Penyidikan dugaan 
korupsi transfer pric-
ing PT Toba Pulp Le-
stari (TPL) periode 
2008-2025 memasu-
ki babak baru. Ke-
jaksaan Agung (Ke-
jagung) menemukan 
akses menuju ruang 
tersembunyi di kan-
tor PT Indo Partners 
Plantation Services 
(IPPS), Jakarta Pusat, 
saat menggeledah 
perusahaan tersebut 
pada 29-30 Oktober 
2026. Penyidik turut 
menyita dokumen 
dan sejumlah barang 
bukti elektronik, ter-
masuk telepon geng-
gam yang diduga 
menyimpan percaka-
pan terkait perkara 
tersebut.

Temuan ruang 
tersembunyi itu 
menjadi salah satu 
perhatian dalam 
penggeledahan yang 
dilakukan tim Jaksa 
Agung Muda Bidang 
Tindak Pidana Khu-
sus (Jampidsus). 
Penyidik bahkan 
menyegel pintu le-
mari yang diketahui 
menjadi akses ma-
suk menuju ruangan 
tersebut, sekaligus 
melakukan penyege-
lan terhadap kantor 
PT IPPS.

Kepala Pusat Pen-
erangan Hukum Ke-
jagung, Anang Supri-
atna, membenarkan 
adanya penyitaan 
barang bukti elek-
tronik dalam peng-
geledahan tersebut. 
Menurut dia, perang-
kat telepon genggam 
yang diamankan 
memuat percakapan 
yang diduga berkai-
tan dengan perkara 
yang sedang disidik.

“Dalam hand-
phone yang disita 

Kejagung Temukan Ruang Tersembunyi 
Saat Geledah Kantor PT IPPS, 

Ponsel Disita

Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung menggeledah kantor PT IPPS dalam penyidikan dugaan 
korupsi transfer pricing PT TPL.

Laporan: Amran tersebut ditemukan 
bukti percakapan 
yang diduga berkai-
tan dengan perkara 
a quo,” kata Anang 
dalam keteran-
gan tertulis, Jumat 
(30/10/2026).

Pengge ledahan 
berlangsung sejak 
Kamis (29/10/2026) 
hingga Jumat dini 
hari di kantor PT 
IPPS, Menara Bata-
via Lantai 11, Jalan 
K.H. Mas Mansyur 
Kavling 126, Karet 
Tengsin, Tanah 
Abang, Jakarta Pu-
sat. Selain perangkat 
elektronik, peny-
idik mengamankan 
sejumlah dokumen 
yang dinilai berkaitan 
dengan penyidikan.

Kasus ini berkai-
tan dengan dugaan 
manipulasi transak-
si ekspor PT TPL 
melalui praktik under 
invoicing atau pel-
aporan nilai transaksi 
yang diduga tidak se-
suai dengan nilai se-
benarnya. Kejagung 
menyebut perusa-
haan tersebut diduga 
melaporkan produk 
ekspornya sebagai 
paper grade pulp atau 
bleached hardwood 
kraft pulp (BHKP).

Untuk memulus-
kan dugaan praktik 
tersebut, PT TPL di-
duga meminta ban-
tuan dua pegawai 
Direktorat Jenderal 
Pajak (DJP) Kemen-
terian Keuangan ber-
inisial BP dan SR. 
Keduanya diketahui 
bertugas sebagai su-
pervisor dalam pe-
meriksaan pajak pe-
rusahaan.

Dalam perkem-
bangan penyidikan, 
Kejagung telah me-
netapkan BP dan SR 
sebagai tersangka. 
Selain keduanya, Di-
rektur sekaligus Cor-

porate Secretary PT 
TPL, Anwar Lawden, 
juga ditetapkan se-
bagai tersangka. PT 
TPL turut dijerat se-
bagai tersangka kor-
porasi.

Anang menegas-
kan bahwa tindakan 
penggeledahan dan 
penyitaan merupa-
kan bagian dari up-
aya penyidik meng-
umpulkan alat bukti 
untuk mengungkap 
konstruksi perka-
ra dugaan korup-
si transfer pricing 
yang berlangsung 
selama kurun waktu 
2008â€“2025.

“ D i l a k u k a n 
penyegelan terhadap 
kantor PT IPPS beser-
ta pintu lemari yang 
menjadi jalan masuk 
ke ruang tersembunyi 
di kantor PT IPPS,” 
ujar Anang.

Jejak Historis 
Transfer Pricing

Praktik transfer 
pricing sebenarnya 
dikenal dalam ak-
tivitas bisnis inter-
nasional, terutama 
transaksi antara peru-
sahaan yang memiliki 
hubungan istimewa 
di berbagai negara. 
Mekanisme ini digu-
nakan untuk menen-
tukan harga barang, 
jasa, maupun aset 
yang diperdagang-
kan antarperusahaan 
dalam satu kelompok 
usaha.

Namun, praktik 
tersebut dapat men-
jadi persoalan hu-
kum apabila harga 
transaksi dimanipu-
lasi untuk mengali-
hkan keuntungan ke 
wilayah dengan tarif 
pajak lebih rendah 
sehingga menguran-
gi kewajiban pajak 
di negara tempat ke-
giatan ekonomi ber-
langsung.

Secara interna-

sional, persoalan 
penghindaran pajak 
melalui pengaturan 
harga transfer men-
jadi perhatian serius 
sejak Organisation 
for Economic Co-op-
eration and Devel-
opment (OECD) 
mengembangkan pe-
doman transfer pric-
ing pada 1979. Isu 
tersebut kemudian 
semakin mengemuka 
melalui proyek Base 
Erosion and Profit 
Shifting (BEPS) yang 
diluncurkan OECD 
bersama negara-neg-
ara G20 pada 2013.

Di Indonesia, 
pengaturan transfer 
pricing antara lain 
mengacu pada Pasal 
18 Undang-Undang 
Pajak Penghasilan 
yang memberikan 
kewenangan kepada 
otoritas pajak untuk 
menentukan kembali 
besarnya penghasi-
lan dan pengurangan 
serta menentukan 
utang sebagai modal 
dalam transaksi yang 
dipengaruhi hubun-
gan istimewa. Penga-
wasan juga diperkuat 
melalui ketentuan 
dokumentasi penen-
tuan harga transfer.

Perkara PT TPL 
menjadi perhatian 
karena penyidik 
mendalami dugaan 
penyimpangan tran-
saksi ekspor dan 
keterlibatan pihak 
internal perusahaan 
maupun aparatur 
perpajakan. Peng-
geledahan kantor 
PT IPPS, penyitaan 
perangkat elektron-
ik, serta penemuan 
akses menuju ruang 
tersembunyi dihara-
pkan dapat mem-
bantu mengungkap 
aliran informasi dan 
bukti yang berkai-
tan dengan perkara 
tersebut.(*)

Kapolri Minta Polri Perkuat Integritas dan 
Pelayanan, Pelanggaran Tak Boleh 

Ditutupi

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mewanti-wanti kepada seluruh jaja-
rannya untuk menjadi anggota Polri yang berintegritas.

Laporan: Hadi personel kepolisian 
menghindari tinda-
kan kasar, memben-
tak, maupun mengin-
timidasi masyarakat 
ketika menangani 
perkara. Perlindun-
gan data pribadi ser-
ta penghormatan ter-
hadap hak tersangka, 
saksi, dan korban ha-
rus menjadi bagian 
dari standar pelak-
sanaan tugas kepoli-
sian.

Suyudi menegas-
kan, keberhasilan 
institusi kepolisian 
tidak cukup diukur 
berdasarkan jumlah 
operasi maupun pen-
angkapan. Kepastian 
penanganan perkara, 
kualitas pelayanan, 
pemulihan hak kor-
ban, dan meningkat-
nya rasa aman mas-
yarakat juga harus 
menjadi indikator 
keberhasilan.

Karena itu, 
seluruh anggota di-
minta terbuka terha-
dap kritik dan masu-
kan publik. Keluhan 
masyarakat yang 
disampaikan melalui 
media sosial maupun 
WhatsApp harus dir-
espons serta diterus-
kan kepada satuan 
yang berwenang agar 
memperoleh penan-
ganan sesuai tugas 
dan tanggung jawab 
masing-masing.

Dalam pemben-
ahan kelembagaan, 
Kapolri turut meng-
arahkan perampin-
gan struktur Mabes 
Polri dan penguatan 
personel di tingkat 
kewilayahan. Pol-
sek menjadi perha-
tian karena merupa-
kan satuan terdepan 
yang berhadapan 
langsung dengan ke-
butuhan pelayanan 
masyarakat.

“Mabes itu ha-
rus ramping, Polda 
harus kuat, Polres 
harus besar, Polsek 
harus tangguh,” ka-
tanya.

Penekanan ter-
hadap integritas 
tersebut memiliki 

relevansi dengan 
perjalanan reformasi 
kepolisian di Indone-
sia. Setelah reformasi 
1998, Polri dipisah-
kan dari ABRI pada 
1 April 1999. Peru-
bahan itu kemudian 
diperkuat melalui 
TAP MPR Nomor 
VI/MPR/2000 dan 
ditindaklanjuti den-
gan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2002 
tentang Kepolisian 
Negara Republik 
Indonesia. Regulasi 
tersebut menegaskan 
fungsi Polri dalam 
menjaga keamanan, 
menegakkan hukum, 
melindungi, men-
gayomi, dan me-
layani masyarakat. 

Pada tingkat in-
ternasional, Pers-
erikatan Bang-
sa-Bangsa (PBB) 
telah menetapkan 
Code of Conduct for 
Law Enforcement 
Officials melalui 
Resolusi Majelis 
Umum 34/169 pada 
17 Desember 1979. 
Pedoman tersebut 
menekankan kewa-
jiban aparat penegak 
hukum untuk me-
layani masyarakat, 
melindungi setiap 
orang dari tindakan 
melanggar hukum, 
serta menjalankan 
kewenangan den-
gan penuh tanggu-
ng jawab. Prinsip 
ini menjadi salah 
satu rujukan historis 
penting mengenai 
etika dan profesion-
alisme kepolisian di 
berbagai negara. 

Suyudi menegas-
kan, penguatan or-
ganisasi tidak boleh 
berhenti pada peru-
bahan struktur dan 
penempatan perso-
nel. Integritas serta 
profesionalisme ha-
rus menjadi landasan 
dalam setiap pelak-
sanaan kewenangan 
kepolisian agar mas-
yarakat memperoleh 
pelayanan yang leb-
ih baik dan kepastian 
penegakan hukum 
yang berkeadilan.(*)
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Turun angsung ke SPBU, Wali Kota Baubau 
H Yusran Fahim Peringatkan Pengecer BBM, 

Penindakan Disiapkan dalam Dua Hari

BWS Hibahkan Aset Irigasi Rp8,85 Miliar 
ke Baubau, Anggaran 2026 Diproyeksi Naik

langsung kita putus, 
karena seperti yang 
kita lihat selama ini 
banyak yang hidup dari 
situ. Kalau kondisinya 
normal, mereka bisa 
tetap berusaha sesuai 
dengan apa yang mer-
eka lakukan,” ujarnya.

Wakil Wali Kota 
Baubau, Ir. Wa Ode 
Hamsinah Bolu, 
M.Sc., pada kesempa-
tan yang sama meng-
ingatkan masyarakat 
mengenai potensi 
penyalahgunaan bar-
code pembelian BBM 
bersubsidi. Keluhan 
yang diterima pemer-
intah antara lain kuota 
pembelian tercatat tel-
ah digunakan, meski-
pun pemilik kenda-
raan mengaku belum 
melakukan pengisian. 
“Barcode itu raha-
sia, ibarat PIN. Han-

Buton Selatan Perkuat Pencegahan Malaria, 1.000 Kelambu 
Berinsektisida Disalurkan

Pemilihan Sulawesi 
Tenggara, Wa Ode 
Rabia Al Adawiyah 
Ridwan, S.E., M.B.A., 
untuk mendukung 
pencegahan penularan 
malaria, terutama di 
kawasan terpencil.

Bantuan tersebut 
diterima langsung oleh 
Bupati Buton Selatan, 
H. Muhammad Adi-
os, S.Sos., M.B.A., di 
Rumah Jabatan Bupati 
Buton Selatan, Jumat 
(23/10/2026). Keca-
matan Batuatas men-
jadi salah satu wilayah 
prioritas dalam ren-
cana pendistribusian 
kelambu karena mem-
butuhkan dukungan 
perlindungan keseha-
tan bagi masyarakat 
kepulauan.

Kelambu berinsek-
tisida merupakan salah 
satu intervensi pence-
gahan malaria dengan 

PELNI Baubau Beralih ke Tiket Digital, 14 Agen Perjalanan Tak 
Lagi Bermitra

kerja sama tidak be-
rarti agen perjalanan 
dilarang menjual tiket. 
Mereka tetap dapat 
menjalankan usaha 
secara mandiri tan-
pa memperoleh kuota 
khusus dari perusa-
haan.

“Mulai Januari 
2027, kerja sama den-
gan travel agent tidak 
diperpanjang lagi. 
Namun, mereka ma-
sih bisa melakukan 
penjualan tiket, ha-
nya saja sudah tidak 
ada ikatan kerja sama 
dengan pihak PEL-
NI,” kata Lutfi, Selasa 
(27/10/2026).

Selama menjadi 
mitra resmi, agen per-
jalanan memperoleh 
alokasi atau kuota tiket 
tertentu. Setelah ke-
bijakan baru berlaku, 
mekanisme tersebut 
dihapus sehingga agen 
memiliki kesempa-
tan yang sama dengan 
masyarakat umum un-

hingga sekitar Rp20 miliar pada 
Tahun Anggaran 2026.

Penyerahan hibah ditandai 
dengan penandatanganan Nas-
kah Perjanjian Hibah Daerah 
(NPHD) dan Berita Acara Ser-
ah Terima (BAST) kegiatan In-
struksi Presiden Nomor 2 Tahun 
Anggaran 2025 di Kantor BWS 
Wilayah IV Sulawesi Tenggara, 
Kendari, Kamis (29/10/2026). 
Kegiatan tersebut dihadiri Wali 
Kota Baubau H. Yusran Fahim, 
S.E., bersama Bupati Konawe 
Kepulauan.

Nilai hibah tersebut men-
cakup pembangunan tiga unit 
jaringan irigasi air tanah, mas-
ing-masing dua unit di Kampe-
onaho dan satu unit di Kaisabu. 
Selain itu, terdapat optimalisasi 
Bendungan Wonco 1, 2, dan 3 ser-
ta pembangunan jalan usaha tani. 
Infrastruktur tersebut diharapkan 
memperluas dukungan keterse-
diaan air bagi kegiatan pertanian 
sekaligus meningkatkan produkti-
vitas lahan masyarakat.

Kepala BWS Wilayah IV Su-
lawesi Tenggara, Muhammad 
Harliansyah, menekankan bah-
wa keberhasilan pembangunan 
tidak hanya diukur dari penyele-
saian pekerjaan fisik, tetapi juga 
kemampuan pemerintah daerah 
menjaga keberlanjutan fungsi in-
frastruktur. Karena itu, kesiapan 
operasi dan pemeliharaan menjadi 
persyaratan penting dalam proses 
hibah. “Salah satu syarat mutlak 
serah terima hibah ini adalah su-
rat pernyataan kesiapan Operasi 
dan Pemeliharaan (O dan P). Ini 
menjadi tanggung jawab penuh 
kepala daerah demi memastikan 

Site Plan SNT Buton Tengah Segera Dirilis,
 Bupati Azhari Perkuat Koordinasi dengan 

Kemendikdasmen
ab Buton Tengah siap memastikan 
seluruh kesiapan di lapangan ber-
jalan optimal demi peningkatan 
mutu pendidikan daerah,” kata 
Azhari.

Pembangunan SNT dirancang 
sebagai kawasan pendidikan ter-
padu yang menggabungkan jen-
jang Pendidikan Anak Usia Dini 
(PAUD), Sekolah Dasar (SD), 
dan Sekolah Menengah Pertama 
(SMP) dalam satu lingkungan. 
Model tersebut diharapkan mem-
perluas akses belajar, memperkuat 
kesinambungan pendidikan ant 
jenjang, serta memberikan kesem-
patan memperoleh layanan pendi-
dikan bermutu bagi anak-anak di 
daerah.

Secara nasional, pendekatan 
pengintegrasian layanan pendi-
dikan bukan hal baru. Pemerintah 
Indonesia telah mengembangkan 
program SD-SMP Satu Atap se-
jak 2005, terutama untuk wilayah 
terpencil dan sulit dijangkau, agar 
lulusan sekolah dasar lebih mu-
dah melanjutkan pendidikan. Data 
historis yang dikutip dalam kajian 

ya pemiliknya yang 
boleh tahu. Jangan 
sampai tersebar dan 
dimanfaatkan oleh pi-
hak-pihak yang tidak 
bertanggung jawab,” 
tegasnya.

Menurut Wa Ode 
Hamsinah, petugas 
SPBU seharusnya 
mencocokkan barcode 
dengan nomor poli-
si kendaraan sebelum 
melayani pengisian. 
Namun, ketika antre-
an padat, pemeriksaan 
tersebut berpotensi ti-
dak berjalan optimal 
sehingga membuka 
peluang penyalahgu-
naan identitas pembe-
lian. Masyarakat pun 
diminta tidak mem-
bagikan barcode kepa-
da orang lain dan men-
jaga kerahasiaan data 
kendaraannya.

Persoalan penga-

wasan BBM bersub-
sidi bukan hal baru di 
Indonesia. Pada 2005, 
pemerintah melaku-
kan penyesuaian harga 
BBM secara bertahap 
di tengah tekanan ang-
garan subsidi. Semen-
tara itu, pendaftaran 
program Subsidi Tepat 
untuk pembelian BBM 
menggunakan sistem 
barcode mulai dibuka 
Pertamina pada 1 Juli 
2022 sebagai bagian 
dari upaya pendataan 
dan penyaluran BBM 
agar lebih tepat sasa-
ran. 

Dalam konteks in-
ternasional, krisis min-
yak dunia 1973-1974 
juga memperlihatkan 
bagaimana gangguan 
pasokan dapat memicu 
kelangkaan dan antre-
an panjang di berb-
agai negara. Embargo 

minyak oleh sejum-
lah negara produsen 
menyebabkan harga 
minyak dunia melon-
jak dan mendorong 
pembentukan Badan 
Energi Internasional 
(IEA) pada 1974 un-
tuk memperkuat kerja 
sama keamanan pa-
sokan energi. Pengala-
man tersebut menun-
jukkan pentingnya 
pengawasan distribusi 
dan pengelolaan pa-
sokan energi secara 
terukur. 

 Pemerintah Kota 
Baubau berharap pen-
ertiban pengecer, pen-
gawasan SPBU, dan 
perlindungan data 
barcode dapat menja-
ga ketersediaan BBM 
serta memastikan mas-
yarakat memperoleh 
bahan bakar dengan 
harga yang wajar.(*)

mengurangi kontak 
antara manusia dan 
nyamuk Anopheles 
yang dapat menular-
kan parasit malaria. 
Penggunaannya teru-
tama saat tidur dihara-
pkan membantu me-
lindungi masyarakat 
dari gigitan nyamuk 
pembawa penyakit 
tersebut.

Sejarah pember-
antasan malaria di 
Indonesia menunjuk-
kan bahwa pengen-
dalian penyakit ini 
membutuhkan upaya 
berkelanjutan. Pemer-
intah Indonesia mulai 
menjalankan program 
pembasmian malaria 
secara terorganisasi 
pada 1959 melalui Ko-
mando Pembasmian 
Malaria (KOPEM), 
dengan dukungan Or-
ganisasi Kesehatan 
Dunia (WHO) dan 

lembaga internasion-
al lainnya. Program 
tersebut antara lain 
dilakukan melalui 
penyemprotan insek-
tisida dan perlindun-
gan masyarakat dari 
nyamuk. 

Dalam sejarah in-
ternasional, WHO 
meluncurkan Global 
Malaria Eradication 
Programme pada 1955 
sebagai bagian dari 
upaya membebaskan 
dunia dari malaria. 
Meski target pember-
antasan secara global 
belum tercapai dan 
pendekatannya kemu-
dian mengalami peru-
bahan, pengendalian 
vektor nyamuk tetap 
menjadi bagian pent-
ing strategi kesehatan 
masyarakat hingga 
saat ini. 

Bagi Buton Sela-
tan, bantuan tersebut 

menjadi bagian dari 
dukungan lintas pihak 
dalam memperluas 
perlindungan mas-
yarakat, terutama di 
wilayah yang memili-
ki tantangan geografis 
dan akses pelayanan 
kesehatan. Pemerintah 
daerah berharap ke-
lambu yang diterima 
dapat dimanfaatkan 
sesuai peruntukannya 
serta menjangkau war-
ga yang membutuh-
kan.

Dukungan terse-
but juga diharapkan 
meningkatkan kesada-
ran masyarakat terha-
dap pentingnya pence-
gahan malaria melalui 
penggunaan kelambu 
berinsektisida, pen-
gendalian lingkungan, 
serta pemeriksaan kes-
ehatan apabila men-
galami gejala yang 
mengarah pada penya-
kit malaria.(*)

tuk mendapatkan tiket. 
Penjualan mandiri 
masih dimungkink-
an melalui kerja sama 
dengan kanal per-
bankan dan pemba-
yaran digital, antara 
lain BRImo, Livin by 
Mandiri, dan myBCA.

Perubahan tersebut 
merupakan bagian dari 
penguatan digitalisasi 
layanan transportasi 
laut. Melalui aplikasi 
PELNI Mobile, calon 
penumpang dapat me-
meriksa jadwal kapal, 
mengetahui keterse-
diaan tempat duduk, 
melakukan pembelian 
tiket, serta mengakses 
informasi pelayaran. 
Penumpang juga di-
dorong menggunakan 
tiket digital yang dapat 
ditunjukkan melalui 
telepon seluler untuk 
dipindai petugas sebe-
lum keberangkatan.

Peralihan ini bu-
kan sekadar perubah-
an saluran transaksi, 
melainkan bagian dari 

perkembangan sistem 
pelayanan transportasi 
yang semakin men-
gandalkan teknologi. 
Secara historis, indus-
tri pelayaran nasion-
al telah bergerak dari 
sistem pemesanan 
dan administrasi kon-
vensional menuju 
layanan elektronik. 
Secara internasional, 
digitalisasi tiket juga 
berkembang seiring 
penerapan pemesanan 
daring dan tiket elek-
tronik pada sektor pe-
nerbangan, kereta api, 
serta transportasi laut. 
Namun, penerapannya 
tetap membutuhkan 
kesiapan infrastruktur 
dan kemampuan peng-
guna.

Lutfi mengatakan, 
sosialisasi penggunaan 
PELNI Mobile telah 
berlangsung hampir 
satu tahun. Langkah 
tersebut dilakukan 
karena sebagian pen-
umpang masih ter-

biasa mencetak tiket 
melalui vending ma-
chine. Perusahaan juga 
membatasi jumlah 
tiket yang dapat dibeli 
melalui setiap akun 
untuk mengendalikan 
transaksi dan mence-
gah praktik percaloan.

Meski pembelian 
tiket perorangan ti-
dak lagi dilayani di 
loket, kantor PELNI 
Baubau tetap menye-
diakan pelayanan in-
formasi, pembatalan 
tiket sesuai ketentuan, 
dan pengurusan tiket 
rombongan. Peme-
sanan rombongan ha-
rus diajukan jauh hari 
melalui surat kepada 
kantor pusat untuk 
proses pengalokasian 
tempat duduk. Nama 
seluruh peserta wajib 
dipastikan sesuai den-
gan KTP.

PELNI juga meng-
hadapi tantangan da-
lam mendampingi 
penumpang lanjut usia 

dan masyarakat yang belum terbia-
sa menggunakan teknologi. Lutfi 
berharap keluarga dapat memban-
tu mereka dalam proses pembelian 
maupun penggunaan tiket digital. 
Dengan demikian, transformasi 

layanan mulai 2027 diharapkan ti-
dak hanya mempercepat transaksi, 
tetapi juga tetap menjaga aksesibil-
itas pelayanan bagi seluruh calon 
penumpang.(*)

pendidikan nasional juga mencatat, 
program tersebut menjadi salah satu 
upaya memperluas jangkauan pendi-
dikan dasar. 

Pada tingkat internasional, komit-
men memperluas akses pendidikan 
sejak usia dini telah mengemuka da-
lam Konferensi Dunia tentang Pendi-
dikan untuk Semua di Jomtien, Thai-
land, pada 5-9 Maret 1990. Deklarasi 
yang dihasilkan menegaskan pentin-
gnya pemenuhan kebutuhan belajar 
setiap orang, termasuk pendidikan 
anak usia dini. Prinsip tersebut kemu-
dian diperkuat melalui Kerangka Aksi 
Dakar pada 2000 dan menjadi bagian 
dari agenda pendidikan global. 

Dengan masuknya Buton Ten-
gah dalam kelompok 31 daerah yang 
dipersiapkan untuk perilisan site plan 
2026, pemerintah kabupaten berharap 
pembangunan SNT dapat segera 
ditindaklanjuti. Kehadiran fasili-
tas tersebut diharapkan tidak hanya 
menambah infrastruktur pendidikan, 
tetapi juga memperkuat pemerataan 
kesempatan belajar dan kualitas sum-
ber daya manusia di Buton Tengah.(*)

keberlangsungan dan fungsi jangka pan-
jang jaringan irigasi air tanah yang telah 
dibangun,” ujarnya.

Agus Salim, selaku Kasatker Pemba-
ngunan BWS Wilayah IV, menjelaskan 
bahwa pembangunan infrastruktur terse-
but merupakan bagian dari pelaksanaan 
program Asta Cita Presiden untuk mem-
perkuat kemandirian pangan nasional. 
Integrasi data dan perencanaan dilaku-
kan melalui aplikasi Sipuri dengan mel-
ibatkan Bappenas, Kementerian Peker-
jaan Umum, Kementerian Pertanian, dan 
Kementerian Keuangan.

Dalam kesempatan itu, Harliansyah 
juga menyampaikan proyeksi peningka-
tan alokasi anggaran pembangunan ja-
ringan irigasi untuk Baubau pada 2026 
hingga sekitar Rp20 miliar. Sementara 
itu, Yusran Fahim mengapresiasi kemi-
traan dengan BWS Wilayah IV dan men-
gusulkan tambahan program pompani-
sasi untuk mengantisipasi kekeringan 
serta percepatan rehabilitasi tanggul sun-
gai guna mengurangi risiko banjir yang 
mengancam permukiman dan lahan per-
tanian warga.

Penguatan irigasi tersebut memiliki 
relevansi dengan sejarah pembangunan 
pangan Indonesia. Sejak Repelita I pada 
1969, rehabilitasi dan perluasan jaringan 
pengairan menjadi bagian penting pem-
bangunan pertanian. Dukungan infras-
truktur irigasi turut mengantarkan Indo-
nesia mencapai swasembada beras pada 
1984 dengan produksi sekitar 25,8 juta 
ton. Dalam konteks global, FAO men-
catat bahwa sekitar 23 persen lahan per-
tanian dunia telah dilengkapi fasilitas iri-
gasi dan menghasilkan sekitar 48 persen 
nilai produksi tanaman global. Catatan 
tersebut memperlihatkan pentingnya 
pengelolaan air secara berkelanjutan un-
tuk menjaga produktivitas pertanian di 
tengah perubahan iklim. (*)
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BAUBAU, BP- Pe-
merintah Kota Bau-
bau bersama Forum 
Koordinasi Pimpinan 
Daerah (Forkopim-
da) memperketat pen-
gawasan distribusi 
bahan bakar minyak 
(BBM) bersubsidi 
dengan membentuk 
Satuan Tugas (Satgas) 
Pengawasan Terpadu. 
Langkah ini ditempuh 
untuk mengurai an-
trean panjang di sta-
siun pengisian bahan 
bakar umum (SPBU), 
mencegah penyim-
pangan distribusi, 
sekaligus menjaga sta-
bilitas keamanan dan 
ketertiban masyarakat 
(kamtibmas).

Kesepakatan terse-
but dihasilkan da-
lam Rapat Koordi-
nasi Forkopimda di 
Aula Rapat Lantai 
II Kantor Wali Kota 
Baubau, Jalan Raya 
Palagimata, Kelurah-
an Lipu, Kecamatan 
Betoambari, Kamis 
(29/10/2026), mu-
lai pukul 10.00 Wita. 
Pertemuan itu juga 
membahas penyelesa-
ian sengketa lahan di 
Kelurahan Kalia-Lia, 
Kecamatan Lea-Lea, 
serta antisipasi gang-
guan keamanan men-
jelang Natal dan Ta-
hun Baru (Nataru).

Salah satu kepu-
tusan penting rapat 
adalah menempatkan 
personel Polres Bau-
bau di tujuh SPBU un-
tuk mengawasi proses 
penyaluran BBM dan 
menindak pelangga-
ran ketentuan minyak 
dan gas bumi (migas). 
Seluruh SPBU juga 
diwajibkan mengop-
timalkan penggunaan 
nosel pengisian serta 
tidak melayani pem-
belian menggunakan 
jeriken maupun tangki 
rakitan.

Perwakilan Polres 
Baubau dalam rapat 
tersebut melaporkan 

BAUBAU, BP-Pe-
merintah Kota Baubau 
memperketat penga-
wasan distribusi bahan 
bakar minyak (BBM) 
di sejumlah stasiun 
pengisian bahan bakar 
umum (SPBU) meny-
usul antrean kenda-
raan yang berlangsung 
selama sepekan ter-
akhir. Selain men-
dorong penambahan 
kuota dan percepatan 
pasokan dari Pertam-
ina, pemerintah juga 
menyoroti dugaan 
penyimpangan penyal-
uran BBM bersubsidi, 
terutama penggunaan 
tangki modifikasi dan 
pengisian berulang 
oleh kendaraan ter-
tentu.

Kepala Dinas Per-
dagangan, Perindus-
trian, Koperasi, dan 
UKM Kota Baubau, 
Suarmawati, S.Si., 
M.Si., mengatakan 
upaya penanganan 
mulai menunjukkan 
hasil. Berdasarkan pe-
mantauan pada Rabu 
dan Kamis, antrean 
kendaraan di sejum-
lah SPBU berangsur 
terurai dibandingkan 
hari-hari sebelumnya.

Salah satu langkah 
yang ditempuh ialah 
meminta Pertamina 
mempercepat pengi-
riman BBM dari Ter-
minal Bahan Bakar 
Minyak (TBBM) ke 
SPBU. Jadwal pengi-
sian yang sebelumnya 
dimulai pukul 06.00 
Wita dimajukan men-
jadi pukul 03.00 Wita 
agar pasokan tersedia 
lebih awal. Sementara 
itu, pelayanan pembe-
lian BBM kepada mas-
yarakat di SPBU dim-
ulai pukul 06.00 Wita.

Suarmawati men-
jelaskan, pihaknya 
juga telah berkoordi-
nasi dengan Pertami-
na untuk mengetahui 
alokasi kuota BBM 
setiap SPBU sekaligus 
mengusulkan penam-
bahan pasokan. Usu-
lan tersebut mendapat 
respons dari Pertami-
na sebagai bagian dari 
upaya mengatasi keti-
dakseimbangan antara 
pasokan dan kebutu-
han masyarakat.

“Alhamdul i l lah , 
setelah kami melaku-
kan inspeksi menda-
dak bersama Forkop-
imda, Pak Wali Kota 

Forkopimda Baubau Bentuk Satgas, 
Tujuh SPBU Jadi Sasaran Pengawasan 

BBM

Laporan: Ardi bahwa personel ke-
polisian telah diter-
junkan untuk men-
gawasi aktivitas di 
SPBU. Petugas juga 
telah mengamankan 
sejumlah pengguna 
tangki rakitan yang 
umumnya berasal dari 
luar Kota Baubau.

Dari aspek pen-
egakan hukum, per-
wakilan Kejaksaan 
Negeri Baubau meng-
ingatkan bahwa pe-
layanan SPBU ke-
pada pengecer dapat 
melanggar ketentuan 
perundang-undangan. 
Praktik tersebut berpo-
tensi dikenakan sank-
si pidana berdasarkan 
Pasal 55 Undang-Un-
dang Minyak dan Gas 
Bumi. Pengawasan 
dan penindakan di-
minta berjalan kon-
sisten dengan menga-
cu pada Surat Edaran 
Wali Kota Baubau.

Di sisi pasokan, 
pimpinan TBBM Bau-
bau memastikan keter-
sediaan BBM di daerah 
tersebut dalam kondisi 
aman dan mencukupi. 
Bahkan, sejak pekan 
rapat berlangsung, op-
erasional penyaluran 
BBM dipercepat mu-
lai pukul 06.00 hing-
ga 21.00 Wita. Setiap 
SPBU juga memper-
oleh tambahan kuo-
ta sebesar 30 persen 
dibandingkan hari se-
belumnya.

Wakil Wali Kota 
Baubau Ir. Wa Ode 
Hamsinah Bolu, 
M.Sc., Ketua DPRD 
Ardin Jufri, S.T., dan 
Sekretaris Daerah 
La Ode Darussalam, 
S.Sos., M.Si., bersama 
unsur terkait menilai 
persoalan antrean ti-
dak hanya berkaitan 
dengan ketersediaan 
BBM, tetapi juga pola 
distribusi yang belum 
optimal serta potensi 
penyimpangan oleh 
oknum tertentu. Pe-
merintah kota tidak 
memilih menerapkan 
sistem ganjil-genap 

kendaraan dan leb-
ih mengutamakan 
pembenahan distribu-
si serta pengawasan 
langsung.

Untuk mendukung 
langkah tersebut, Sat-
gas Pengawasan Ter-
padu akan melibatkan 
Polres, Kejaksaan 
Negeri, Kodim, Dinas 
Perhubungan, Disper-
indagkop, Satpol PP, 
serta Bagian Ekonomi 
dan Hukum Sek-
retariat Daerah. Tim 
Pengendalian Inflasi 
Daerah (TPID) juga 
dijadwalkan memerik-
sa operasional SPBU, 
dengan prioritas 
penambahan pasokan 
bagi kawasan pertani-
an melalui SPBU Bun-
gi dan Sorawolio.

Rapat turut men-
gusulkan pengalihan 
pengisian BBM jenis 
solar bagi kendaraan 
truk ke SPBU di luar 
kota. Opsi tersebut di-
harapkan dapat men-
gurangi kepadatan 
kendaraan di dalam 
wilayah perkotaan se-
hingga aktivitas mas-
yarakat dan arus lalu 
lintas tidak terus ter-
ganggu oleh antrean 
pengisian BBM.

Selain persoalan 
energi, Forkopimda 
menyepakati penga-
ktifan kembali pos 
keamanan lingkungan 
(Poskamling) atau pos 
jaga di wilayah yang 
dinilai rawan, yakni 
Batupoaro, Murhum, 
Wolio, Betoambari, 
dan Lea-Lea. Lang-
kah ini menjadi bagian 
dari mitigasi potensi 
konflik akibat antrean 
BBM serta peningka-
tan kewaspadaan ter-
hadap kasus pencuri-
an emas menjelang 
Nataru. Camat dan 
lurah diminta aktif 
berkoordinasi dengan 
Bhabinkamtibmas dan 
Babinsa.

Rapat tersebut di-
hadiri Wakil Wali 
Kota Baubau, Ketua 
DPRD, perwakilan 

Pengadilan Negeri, 
Kejaksaan Negeri, 
Polres Baubau, Dan-
posal Baubau, Sekda, 
para asisten, staf ahli, 
kepala OPD terkait, 
pimpinan TBBM Bau-
bau, camat, dan lurah. 
Keterlibatan lintas 
sektor tersebut dihara-
pkan memastikan pen-
gawasan BBM, pen-
egakan hukum, serta 
pemeliharaan keaman-
an berjalan secara ter-
padu.

Persoalan distri-
busi BBM bersubsidi 
sendiri bukan hanya 
menjadi tantangan 
Baubau. Secara nasi-
onal, pemerintah telah 
lama mengatur peny-
aluran BBM melalui 
kebijakan subsidi dan 
pengawasan distribusi, 
termasuk Undang-Un-
dang Nomor 22 Tahun 
2001 tentang Minyak 
dan Gas Bumi. Pasal 
55 menjadi salah satu 
landasan penindakan 
terhadap penyalahgu-
naan pengangkutan 
dan/atau niaga BBM 
bersubsidi. Di tingkat 
internasional, krisis 
energi global, teru-
tama setelah gejolak 
harga minyak pada 
1973, menunjukkan 
bahwa ketersediaan 
energi, distribusi, dan 
stabilitas pasokan 
merupakan persoalan 
strategis yang dapat 
memengaruhi aktivi-
tas ekonomi serta ke-
hidupan masyarakat.

Melalui pemben-
tukan satgas, penga-
wasan tujuh SPBU, 
penambahan pasokan, 
dan pengaktifan kem-
bali Poskamling, 
Forkopimda Bau-
bau berupaya me-
mastikan persoalan 
antrean BBM tidak 
berkembang menjadi 
gangguan sosial. Pe-
merintah daerah juga 
dihadapkan pada tun-
tutan menjaga distri-
busi energi bersubsi-
di agar tepat sasaran, 
sekaligus mempertah-
ankan situasi keaman-
an yang kondusif men-
jelang akhir tahun.(*)

Disperindagkop Baubau Awasi Ketat 
Distribusi BBM, Antrean SPBU Mulai 

Terurai

Laporan: Prasetio M dan Ibu Wakil Wali 
Kota, antrean tidak 
lagi seperti hari-hari 
sebelumnya dan ham-
pir sudah teratasi,” 
kata Suarmawati saat 
ditemui Jumat (30/10).

Di luar persoalan 
pasokan, pemerintah 
menaruh perhatian ter-
hadap dugaan praktik 
pembelian BBM ber-
subsidi menggunakan 
kendaraan bertangki 
modifikasi. Praktik 
tersebut dinilai berpo-
tensi mengurangi hak 
masyarakat yang men-
gantre untuk memper-
oleh BBM sesuai ke-
butuhan.

Pengawasan juga 
diarahkan pada pengi-
sian menggunakan 
jeriken, pembelian 
berulang dalam waktu 
singkat, serta peng-
gunaan pelat nomor 
kendaraan berbeda 
untuk menghindari 
ketentuan penyalu-
ran BBM bersubsidi. 
Petugas SPBU diminta 
mencocokkan iden-
titas kendaraan den-
gan barcode sebelum 
melakukan pengisian.

Suarmawati me-
minta masyarakat 
berpartisipasi dalam 
pengawasan dengan 
mendokumentasikan 
dan melaporkan du-
gaan pelanggaran 
kepada Dinas Per-
indagkop dan UKM. 
Laporan tersebut akan 
menjadi dasar pemer-
iksaan terhadap SPBU 
yang diduga tidak 
menjalankan ketentuan 
penyaluran BBM.

“Jika masyarakat 
menemukan hal seperti 
ini, tolong didokumen-
tasikan, kemudian dil-
aporkan kepada Dinas 
Perindagkop agar kami 
bisa langsung meninda-
klanjuti,” ujarnya.

Apabila hasil pemer-
iksaan membuktikan 
adanya pelanggaran, 
pemerintah dapat men-
gambil tindakan sesuai 
ketentuan yang berlaku, 
termasuk penyegelan 
atau penghentian op-
erasional. Pengawasan 
juga mencakup laran-
gan pengisian BBM 
bersubsidi bagi bus 
pada SPBU yang men-
yalurkan produk terse-
but, sebagaimana dis-
ampaikan Suarmawati.

Pemerintah turut 
meminta pengelola 
SPBU mengoptimalkan 

seluruh fasilitas pengi-
sian. Suarmawati men-
contohkan SPBU Haji 
Karim yang diminta 
mengoperasikan em-
pat nosel Pertalite yang 
tersedia, bukan hanya 
satu nosel sebagaimana 
ditemukan dalam pe-
mantauan. Perindagkop 
dan UKM juga meren-
canakan pemeriksaan 
tera pada pukul 07.00 
Wita untuk memastikan 
fasilitas pengisian ber-
fungsi sesuai ketentuan.

Terkait penjualan 
BBM melalui warung 
pengecer, Suarmawa-
ti mengingatkan mas-
yarakat agar memaha-
mi perbedaan ketentuan 
penjualan BBM ber-
subsidi dan nonsubsidi. 
Ia menegaskan Pertalite 
merupakan BBM ber-
subsidi yang penyal-
urannya diatur secara 
khusus sehingga distri-
businya perlu diawasi 
agar tidak menyimpang 
dari peruntukan.

Secara nasional, 
pengaturan penyalu-
ran BBM bersubsidi 
memiliki landasan his-
toris melalui Peraturan 
Presiden Nomor 191 
Tahun 2014 tentang 
Penyediaan, Pendis-
tribusian, dan Harga 
Jual Eceran BBM. Ke-
bijakan pengendalian 
distribusi kemudian 
diperkuat melalui pe-
manfaatan teknologi 
informasi dan sistem 
pendaftaran konsumen. 
Program Subsidi Tepat 
Pertamina mulai mem-
buka pendaftaran pada 
1 Juli 2022 sebagai 
bagian dari upaya me-
mastikan BBM bersub-
sidi diterima kelompok 
konsumen yang berhak. 

Persoalan subsidi 
energi juga menjadi 
perhatian internasional. 
Badan Energi Interna-
sional (IEA) mencatat 
subsidi konsumsi ba-
han bakar fosil global 
menembus lebih dari 
1 triliun dolar AS pada 
2022, rekor tertinggi 
saat krisis energi dunia 
dipicu antara lain oleh 
perang Rusia-Ukraina. 
Pengalaman tersebut 
memperlihatkan bahwa 
persoalan BBM bu-
kan hanya menyangkut 
ketersediaan pasokan, 
tetapi juga ketepatan 
distribusi, kemampuan 
pemerintah mengenda-
likan subsidi, dan per-
lindungan konsumen. 
(*)


